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LAPORAN KEGIATAN PENELITIAN LAPANGAN 

“URGENSI PENERAPAN PIDANA TAMBAHAN PEMECATAN 

TERHADAP PRAJURIT TNI PELAKU TINDAK PIDANA KESUSILAAN 
DI LINGKUNGAN KELUARGA BESAR TNI (KBT)” 

(PENELITIAN DI PROVINSI DI YOGYAKARTA) 

 
 

I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Perkara tindak pidana kesusilaan hampir selalu ada dalam kehidupan masyarakat dan 

menjadi perhatian masyarakat luas dan memiliki daya tarik sendiri bagi masyarakat luas. 

Hampir setiap hari tindak pidana kesusilaan terjadi dan menjadi bahan berita di media massa 

dengan karakteristik pelaku dan korban yang beragam, dilihat dari usia, ada yang masih 

tergolong anak-anak dan bahkan ada yang sudah berumur lanjut usia dan dilihat dari status 

sosial, ada yang rakyat biasa, pelajar, mahasiswa, orang tua, dan pejabat publik. Pelaku tindak 

pidana kesusilaan ini pun juga terdapat pada kalangan militer. Prajurit TNI sering ditemui 

sebagai terdakwa tindak pidana kesusilaan dan disidangkan di pengadilan militer. Lingkup 

kesusilaan yang ditemui yakni turut serta melakukan zina dan melanggar kesusilaan 

sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 284 KUHP dan pasal 281 ke-1 KUHP. Jenis perkara tindak 

pidana kesusilaan ini masih menduduki 3 (tiga) besar yang disidangkan di lingkungan peradilan 

militer di berbagai wilayah Indonesia, bahkan tidak sedikit yang melakukan upaya hukum 

banding dan kasasi. Berbeda halnya terhadap prajurit TNI pelaku Homoseksual/Lesbian yang 

diatur dalam SEMA No. 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Kamar Hasil Rapat 

Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 sebagai Pedoman Pelaksanaan tugas Bagi 

Pengadilan. Salah satu dalam rumusan Hukum Kamar Militer disebutkan bahwa penerapan 

hukum terhadap prajurit TNI Pelaku Homoseksual/Lesbian, merupakan pelanggaran terhadap 

Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/398/2009 tanggal 22 Juli 2009 jo ST Panglima TNI No. 

ST/1648/2019 tanggal 22 Oktober 2019 yang isinya mengatur larangan bagi prajurit TNI 
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melakukan perbuatan asusila dengan jenis 
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kelamin yang sama (Homoseksual/Lesbian), diterapkan ketentuan Pasal 103 Ayat (1) KUHPM 

sebagai perbuatan melanggar perintah dinas. 

Ancaman sanksi/hukuman tindak pidana kesusilaan ini juga tidak hanya pidana penjara 

saja yang dijatuhkan terhadap terdakwa Prajurit TNI yang terbukti secara sah dan meyakinkan, 

namun terdapat ancaman hukuman pidana tambahan pemecatan dari dinas militer. 

Sebagaimana diketahui bahwa hakim militer dalam putusannya dapat menjatuhkan pidana 

tambahan pemecatan dari dinas militer bersamaan dengan pidana penjara bahkan pidana mati, 

yang didasarkan pada kejahatan yang dilakukan terdakwa dipandang oleh hakim tidak layak lagi 

tetap dalam kalangan militer sehingga harus dipisahkan. Oleh karena itu sementara ini apabila 

terjadi pelanggaran susila yang melibatkan pihak atau tergolong dari keluarga besar TNI 

senantiasa dan otomatis oleh hakim militer menjatuhkan hukuman pidana pokok berupa 

pidana penjara dan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer terhadap diri 

terdakwa. Terkait pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer terkait dari pandangan 

dan pertimbangan hakim menilai layak dan tidak layaknya seorang Prajurit TNI untuk 

dipertahankan atau kembali berdinas. Namun dari peraturan yang ada belum ada suatu ukuran, 

kriteria, petunjuk (guidance) bagi hakim militer menentukan layak dan tidak layak utamanya 

dalam hal ini perkara pelanggaran susila. S.R. Sianturi dalam bukunya Hukum Pidana Militer di 

Indonesia berpandangan bahwa yang dimaksud ‘tidak layak’ (ongeschikt) adalah tidak pantas 

atau militer terpidana tersebut sudah tidak atau sangat kurang mempunyai sifat-sifat 

seharusnya bagi seorang militer. Sebab dalam praktik masih dimungkinkan hakim militer dapat 

berbeda pandangan, ada hakim yang memandang tidak layak dan ada hakim yang memandang 

masih layak. 

Terkait kualitas perbuatan urgen untuk diteliti yaitu meskipun perbuatan itu bersifat 

spontanitas, atau meskipun kualitasnya kecil tetap saja dipandang tidak layak sehingga 

dijatuhkan pidana tambahan dipecat dari dinas militer. Hal ini diperoleh ketika peneliti 

melakukan Analisis Kebutuhan Penelitian ke Kamar Militer di Mahkamah Agung. 

Di sisi lain Penasihat Hukum (umumnya dari kedinasan hukum) yang mendampingi 

membela terdakwa di persidangan, dalam nota pembelaan, memori banding maupun memori 

kasasi kerap berpandangan bahwa pemecatan bukan solusi yang baik, bahkan berdampak pada 

keluarganya misalnya terhadap istri dan anaknya yang menimbulkan kesulitan dalam memenuhi 



5 | P a g e 
 

nafkah. Selain itu perlu diketahui apa faktor penyebab awal atau 



6 | P a g e 
 

motivasi awal seorang Prajurit TNI melakukan perbuatan susila tersebut, meskipun di internal 

TNI bahwa perbuatan Susila merupakan pelanggaran berat terlebih melibatkan Keluarga Besar 

TNI (KBT) yang ancamannya pemecatan sebagaimana diatur dalam Surat Telegram Panglima 

TNI No. 198 Tahun 2005 yang mengatur sanksi tegas bagi prajurit yang terlibat pelanggaran 

kesusilaan. Namun demikian ST Panglima bukanlah termasuk salah satu hirarki perundang-

undangan, sehingga tidak bisa dijadikan dasar pertimbangan hakim militer untuk memutus. 

Berdasarkan latar belakang singkat tersebut, maka urgen dilakukan penelitian yang 

menjawab permasalahan-permasalahan yaitu: Pertama, Bagaimana eksistensi pidana 

pemecatan dan pengaturannya dalam hukum positif (ius constitutum / ius operatum) terkait 

tindak pidana pelanggaran susila?; Kedua, Apakah dasar pertimbangan hakim dalam 

penjatuhan pidana pemecatan terhadap anggota TNI yang melakukan tindak pidana?; Ketiga, 

Bagaimanakah eksistensi pidana tambahan pemecatan dikaitkan dengan detterent effect dan 

apa saja dampak yang timbul? Keempat, Bagaimana kriteria dalam menjatuhkan pidana 

tambahan terhadap Prajurit TNI pelaku tindak pidana melanggar kesusilaan dalam KBT? 

 
B. Maksud dan Tujuan 

Penelitian lapangan yang dilakukan di wilayah Yogyakarta yaitu yurisdiksi Pengadilan 

Militer II-11 Yogyakarta ini diharapkan dapat memperoleh data konkret atas pemahaman stake 

holder utamanya Komandan Kesatuan baik kapasitasnya sebagai Atasan yang Berhak 

Menghukum (Ankum) maupun sebagai Perwira Penyerah Perkara (Papera) di Lingkungan TNI 

dan prajuritnya terkait perkara tindak pidana kesusilaan terkait KBT. Demikian pula halnya 

Oditur Militer dalam merumuskan surat dakwaan hingga pengajuan Rentut. Memotret 

bagaimana paradigm hakim militer ketika dihadapkan perkara tindak pidana kesusilaan terkait 

KBT. 

 
C. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup penelitian lapangan ini meliputi informan di wilayah Yogyakarta dan 

sekitarnya yaitu Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta, Oditurat Militer II-10 Yogyakarta, Akademi 

Militer, Batalyon 403/WP Korem 072 Pamungkas. Informan yang dimaksud adalah 
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para prajurit, para Taruna, Guru Militer, Pengasuh, organik, Hakim Militer, Oditur, Prajurit di 

Batalyon. Keseluruhan informan dilakukan wawancara baik bersifat terbuka maupun in depth 

interview. 

 
D. Dasar 

1. Surat Keputusan Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan MA 

RI Nomor 47/BLD.2/LIT/SK/IX/2021 tanggal 7 September 2021 tentang Penunjukan Tim Dalam 

Kegiatan Penelitian Hukum “Urgensi Penerapan Pidana Tambahan Pemecatan terhadap Prajurit 

TNI Pelaku Tindak Pidana Kesusilaan di Lingkungan Keluarga Besar TNI (KBT)”. 

2. Surat Tugas Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan MA RI 

Nomor 478/Bld.2/Lit/ST/9/2021 tanggal 14 September 2021 untuk melaksanakan kegiatan 

penelitian lapangan yang berjudul Urgensi Penerapan Pidana Tambahan Pemecatan terhadap 

Prajurit TNI Pelaku Tindak Pidana Kesusilaan di Lingkungan Keluarga Besar TNI (KBT) pada 

tanggal 20 September sampai dengan 24 September 2021 ke wilayah Yogyakarta. 

 
II. PELAKSANAAN 

A. Tim Pelaksana 

Kegiatan penelitian lapangan di wilayah Yogyakarta dilakukan oleh Tim yang ditugaskan 

oleh Kapuslitbang Kumdil dalam Surat Tugas Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan 

Hukum dan Peradilan MA RI Nomor 478/Bld.2/Lit/ST/9/2021 tanggal 14 September 2021 yang 

keseluruhannya berjumlah 8 orang yang terdiri dari Peneliti 5 orang yaitu Tumbur Palti D. 

Hutapea, SH, MH sebagai Koordinator Peneliti, Kolonel Chk Dr. Parluhutan Sagala, SH, MH, 

Kolonel Sus Dr. Tri Achmad B., Dr. R. Rahaditya, SH, MH dan 

M. Zaky Albana, S.Sos sebagai anggota tim Peneliti. Dibantu 2 orang Tim Kesekretariatan dan 

Pengolah Data yaitu Marulam J. Sembiring, S. Kom, Imam Buchori, Amd, Raja Ade Romania, SIP. 

B. Waktu Pelaksanaan 

Kegiatan penelitian di wilayah Yogyakarta dilaksanakan selama 5 hari mulai tanggal 20 

September sampai dengan 24 September 2021. 



8 | P a g e 
 

C. Metode Pelaksanaan 

Pelaksanaan penelitian di Yogyakarta dilakukan dengan melaksanakan wawancara 

(interview) dan observasi lapangan, metode pengumpulan data dilakukan dengan 

menggunakan instrumen kuesioner. 

1. Audiensi dan wawancara di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta. 

Audiensi dilakukan dengan Kepala Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yaitu Letkol Chk Fredy 

Ferdian Isnartanto, SH, MH, yang dilaksanakan di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta. 

Dalam audiensi dan wawancara dilanjutkan dengan presentasi (terlampir) dan diskusi dari 

Kadilmil, dan tanggapan dan masukan dari para hakim militer, 

2. Audiensi dan wawancara di Akademi Militer MAgelang (termasuk yurisdiksi 

Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta). 

Audiensi dilakukan dengan Mayjen TNI Candra Wijaya, Gubernur Akmil dan para pajabat 

structural Akmil. Selanjutnya dilakukan wawancara dengan para Taruna, Guru Militer,, 

Pengasuh dan organik Akmil. 

 
3. Wawancara dengan Kaotmil II-10 Yogyakarta Kolonel Chk (K) E.S.J. Wahju Widajati, 

SH, tim peneliti melakukan wawancara dan diskusi tentang kebijakan penyusunan 

dakwaan dan rentut terhadap perkara susila terkait KBT. 

 
4. Wawancara di Batalyon 403/WP Korem 072 Pamungkas, mewawancarai para 

prajurit/organic Batalyon terkait pemahaman perkara susila dalam KBT, SOP 

penjagaan terhadap keluarga prajurit di asrama/perumahan Batalyon, dan lain 

sebagainya. 

 
D. Hasil Wawancara 

1. Akademi Militer Magelang 
 

Hadirin sekalian, pada hari ini kita bisa berkumpul bersama Bapak Tumbur Palti 

Hutapea selaku ketua peneliti puslitbang beserta rombongan. Para pengasuh dan para 

Taruna serta sekalian yang hadir kegiatan pada hari ini pertama kita bersyukur hari ini 

kita ada dalam suasana berkomunikasi interaktif antara apa yang dilakukan oleh akmil 
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yang dipelajari oleh karena yang diajarkan oleh para pengasuh maupun pendidik di sini 
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untuk kita dengarkan informasi aktualnya sebagai bahan evaluasi tentunya disamping 

sebagai hasil penelitian ini juga sebagai evaluasi buat kita semua para peserta yang hadir 

dalam ruangan ini. Kita sampaikan terutama kepada pimpinan bahwa kedatangan tim 

hari ini kita telah diterima dalam audiensi bersama Bapak Gubernur, kemudian 

kegiatannya dilanjutkan hari ini. Tadi sudah disampaikan beberapa hal berkaitan dengan 

keberadaan secara detail juga disampaikan, tetapi berkaitan dengan apa namanya 

kegiatan ini ada yang perlu kita sampaikan untuk sebagai tambahan referensi kepada 

tim peneliti, kemudian maupun taruna nanti akan ada sesi wawancara. Pertama bahwa 

tanda-tanda pendidikan pertama ada pendidikan bahkan ada pendidikan spesialisasi kita 

bergerak berdasarkan namanya kurikulum Pendidikan, di situ ada target tujuan maupun 

sasaran. Disini yang kita kelola ada tiga Hal mendasar yang kita sebut Tri pola dasar. 

Yang pertama keilmuannya, yang kedua posturnya, fisiknya yang ketiga ini Sikap 

perilaku atau identik dengan mental yang barangkali sekarang ini menjadi titik berat 

untuk kita lihat untuk dilihat oleh para peneliti. 

Bahwa ternyata banyaknya terjadi pelanggaran terutama berkaitan dengan 

asusila terutama berkaitan dengan asusila dengan KBT kira-kira sejauh mana itu 

diberikan oleh lembaga pendidikan bagaimana kelanjutan kok masih ada aja 

pelanggaran semacam itu dan seterusnya. menulis yang kami terima dan informasi dari 

semakin ke sini bukan surut Tetapi semakin semakin naik. Ada apa? Mari kita lihat, 

pertama kami informasikan bahwa Taruna ini adalah SDN yang kami terima melalui 

seleksi salah satunya adalah tentang secara mental oke yang kemudian tentu mereka 

mereka ini Taruna itu sejak SMA dia sudah punya bekal kaitanya dengan ilmu tentang 

agama untuk bisa mencegah terjadi tidaknya sebuah pelanggaran yang pertama asusila 

itu di sisi lain mungkin disiplin sosial mungkin antropologi sosial budaya kemudian 

begitu diterima di tahun ini kita juga berikan lagi ilmu pengetahuan tentang itu secara 

secara titrasi misalkan tentang hukum ada kemudian disini tentang doktrin dalam 

doktrin salah satunya diberitahukan tentang hukum-hukum ataupun etika-etika dalam 

doktrin mengatakan adalah berasal dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat TNI adalah 

rakyat adalah ibu tahu itu menjadi sehingga melatar belakangi kita harus hati-hati . 

Wadirdik : Taruna adalah SDM yang diterima melalui salah satunya psikologi, 

secara mental oke. Sejak sma mereka sudh memiliki bekal setidaknya 
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ilmu tentang agama untuk bisa mencegah tindakan asusila ada disiplin sosial, ada 

juga antropologi/sosial budaya. Kemudian ketika di taruna, kami berikan lagi ilmu 

secara literasi tentang hukum ada, doktrin ada didalam doktrin diajarkan hukum dan 

juga etika. Salah satu doktrin yang kami berikan ialah TNI berasal dari rakyat dan 

untuk rakyat. Rakyat adalah ibu kandung TNI, ini melatarbelakangi kita harys berhati-

hati dengan rakyat apalagi KBT. Selain literasi kami juga memberikan studi kasus, di 

tingkat pertama itu literasi, tingkat kedua lebih dalam lagi, tingkat tiga lebih sedikit, 

tetapi tingkat empat langsung aplikasi kepemimpinan. Misalkan terjadi pelanggaran 

antar satuan, asusila atau pengeroyokan maka itu di studi kasuskan. Kami pandang 

bahwa bekal yang kami berikan sebagai lembaga pendidikan kepada mereka 

kemudian diawaki oleh para Gumil dan pengasuh sudah cukup. Tinggal culture atau 

budaya setelahnya nanti karena di Akmil tidak ada pelanggaran yang menjurus pada 

asusila. 

Dari hasil wawancara secara umum kepada taruna yang diwakili oleh Kolonel Chk 

Parluhutan Sagala melalui pertanyaan-pertanyaan terkait : 

a. Apa itu KBT? 

 
b. Apa itu Asusila? 

 
c. Apa itu Kuorum? 

 
Hasilnya belum seluruh taruna memahami secara mendalam definisi dari 

3 pertanyaan yang dilemparkan. Hanya ada beberapa taruna saja yang menjawab secara 

singkat. 

2. Dilmil-II 11 Yogyakarta 

 
Fredy Ferdian – Kadilmil 

 
Ruang lingkup KBT yang berhak mendapat bantuan hukum telah diatur dalam JUKGAR 

BANKUM TNI KEP P5/1089/XII/2017 : 

a. Satuan di lingkungan TNI. 

b. Prajurit dan PNS TNI. 
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c. Keluarga Prajurit dan PNS TNI terdiri atas: 
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1.) Istri/Suami Prajurit TNI dan PNS TNI; 2.) 

Anak; 

3.) Janda/Duda, Orang Tua, Mertua dan saudara kandung/ipar serta keponakan 

Prajurit/PNS TNI. 

d. Organisasi Istri Prajurit TNI. 

 
e. Purnawirawan TNI, Pensiunan PNS TNI, Warakawuri, Janda/Duda Pensiunan PNS 

TNI dan Veteran di lingkungan TNI. 

f. Orang yang dipersamakan dengan Prajurit TNI. 

 
g. Prajurit Siswa. 

 
h. Koperasi dan Yayasan di lingkungan TNI 

 
i. Badan usaha yang didirikan oleh Koperasi dan Yayasan di lingkungan TNI. 

 
j. Mitra Koperasi dan Mitra Yayasan di lingkungan TNI. 

 
k. Mereka yang mempunyai hubungan kerja dalam rangka mendukung tugas pokok 

TNI 

Secara limitatif ada 8 kelompok apabila prajurit KBT melakukan tindak asusila telah 

diatur Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2010 (Pasal 53 ayat (2) huruf h), PP ini lebih 

tinggi dari keputusan Panglima TNI. PP ini dijadikan pedoman bagi ketua kamar untuk 

memutuskan, 8 kelompok ini yaitu 

1. Prajurit 

 
2. Istri Prajurit 

 
3. Suami Prajurit 

 
4. Anak Prajurit 

 
5. PNS TNI 

 
6. Istri PNS TNI 



14 | P a g e 
 

7. Suami PNS TNI 

 
8. Anak PNS TNI 

 
Hal ini dikuatkan juga oleh ST P5 ST/398/2009, yang mana berisi penjelasan sebagai 

berikut : 

• Kepada prajurit yg melakukan pelanggaran susila yg melibatkan sesama prajurit, 

istri/suami/anak prajurit atau melibatkan pns kma istri/suami/anak pns di lingkungan tni 

untuk ditindak secara tegas menurut hukum dan peraturan yg berlaku 

• khusus   terhadap   perbuatan   hubungan   suami   istri   yg   sah,   hub   sesama   jenis 

(homoseksual/lesbian), hidup bersama dengan wanita /pria tanpa dasar perkawinan yg 

sah dan melakukan susila dgn anak di bawah umur, untuk diberhentikan dengan tidak 

hormat (pdth) dari dinas keprajuritan 

Asusila + Non KBT = Pecat 

PEMECATAN ≠ MUTLAK 

INDEPENDENSI HAKIM 

• Pertimbangan latar belakang kesusilaan yang menjadi hukum acara dari T dan S 

 
• ST => jak bin TNI bukan landasan hukum 

 
• Berat ringan kesalahan terdakwa 

 
• Penilaian layak/tdk layak (ps 26 KUHPM) 

 
• Kepentingan Militer 🡺 yang bersangkutan memiliki keahlian khusus 

KEWENANGAN PAPERA/ANKUM 

• menjatuhkan sanksi admistrasi pemecatan bila putusan pidana tidak ada pemecatan, ini 

adalah hak prerogatif Ankum 

Dialektika Hegel dengan Perkara yang dihadapi Prajurit 

 
Tesis Berdasarkan Teori 



15 | P a g e 
 

• prajurit yg selalu dirugikan sebagai terdakwa 

 
•  tercipta Tindakan asusila dan dibarengi dengan peran serta dari teman kencan (mau 

sama mau dan/atau suka sama suka) 

Anti tesis (pendapat yang bertentangan) 

 
• teman serta terdakwa hanya sebagai saksi, dalih hak opportunitas oditur 

 
• tidak menjadikan teman serta terdakwa menjadi tersangka 

Sintesis (pendapat) 

• penyelesaian perkara secara koneksitas menjadi pilihan terbaik untuk bisa menjerat 

keduanya. 



16 | P a g e 
 

Berdasarkan ST Panglima Nomor 398 Tahun 2009 disebutkan bahwa: 

 
1. Kepada Prajurit yang melakukan pelanggaran Susila yang melibatkan sesama 

prajurit baik itu suami, istri atau anak prajurit atau melibatkan PNS istri, suami, 

anak PNS Di Lingkungan TNI untuk ditindak secara tegas menurut hukum dan 

peraturan yang berlaku. 

2.     

3. Khusus terhadap perbuatan suami-istri yang salah atau hubungan sesama jenis 

(Homo Seksual atau Lesbian) atau hidup bersamaan dengan Wanita atau pria 

tanpa dasar perkawinan yang sah dan melakukan tindak pidana Susila denhan 

anak dibawah umur, dalam hal ini diberhentikanm secara tidak hormat dari dinas 

keprajuritan. 
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Tanggapan 

 
Arif Sumarsono – Wakadilmil II-11 Yogyakarta : 

 
1. Pelaku dihukum sesuai dengan kapasitas pangkatan akan berbeda hukumnya apabila 

tamtama, bintara dengan perwira karena perwira memiliki tanggung jawab yang 

berbeda sebagai contoh atau panutan 

2. Orientasi kelainan seksual/hypersex memicu tindak pidana 

3. Bagaimana dampak tindakan ini di dalam satuan/batalion tentunya ini akan menjadi 

gesekan antar matra 

4. Ini menyangkut dengan pembinaan satuan yang intinya komandan bagaimana 

membimbing satuannya dengan baik apabila ada anggotanya ada hal yang melakukan 

tindakan asusila. 
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IV. DOKUMENTASI KEGIATAN 

 

 
Audiensi dan Wawancara di Akademi Militer: 
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Audiensi dan Wawancara di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta: 
 

 

 

Wawancara di Bayalyon 403/WP: 
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Audiensi dan Wawancara di Oditurat Militer II-10 Yogyakarta: 
 
 

 

 

 
O  

 
 

 

 

 

V. PENUTUP 

Mencermati hasil penelitian lapangan di wilayah DI Yogyakarta, kiranya data lapangan yang 

diperoleh masih belum lengkap, sehingga Tim Peneliti memandang masih sangat perlu untuk 

melengkapi data observasi dari wilayah lain. 

 
 

Koordinator Tim Penelitian 
 
 
 
 

Tumbur Palti D. Hutapea, S.H., M.H, 

LAMPIRAN 
1. SK Tim 
2. SK Kegiatan di Sumatera Utara 
3. Surat Permohonan Audiensi/Wawancara/Permintaan Data 
4. Rundown Acara Penelitian 
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